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MOTTO:  

 

“Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with 

doubt. Start with hand shaking. Start with voice trembling; but start. Start and 

don’t stop. Start where you are. With what you have. Just start” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak adalah aset penerus bangsa dan penerus pembangunan yang harus 

dimaksimalkan kualitasnya demi masa depan bangsa dan negara. Aset yang 

dipersiapkan, yaitu sebagai aset pelaksana pembangunan di masa depan yang 

berkelanjutan serta pemegang kendali di masa depan suatu bangsa dan negara.
1
  

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak atau yang sering disebut UU SPPA, anak di bawah umur adalah anak 

yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, yang membedakan 

anak terlibat dalam suatu tindak pidana terbagi dalam tiga kategori: 

a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA) 

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut sebagai Anak 

Korban (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan 

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut sebagai Anak 

Saksi (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).
2
 

 

Pasal 1 angka 2 UU SPPA menjelaskan bahwa anak yang berhadapan 

dengan hukum (children in conflict with the law) yaitu: 

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 

menjadi saksi tindak pidana.” 
3
 

                                                           
1
 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1. 
2
 Tri Jata Ayu Pramesty, Hal-hal Penting yang Diatur dalam Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, diakses dari 

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-

dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak, pada  tanggal 3 Agustus 2021, pukul 19.51 WIB. 
3
 Republik Indonesia, UU Nomor 11, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab 1, pasal 

1 angka 3, tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5332. 

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak
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Anak sebagai generasi muda yang akan menciptakan perubahan untuk 

bangsa dan negara agar lebih maju dan anak merupakan cikal bakal kemajuan 

bangsa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea IV bahwa 

mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara. Maka untuk 

mewujudkan tujuan tersebut diperlukannya pembinaan dan pengawasan bagi anak 

agar terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan dan mengancam hak-hak 

anak di masa yang akan datang. 

Indonesia masalah anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun ke 

tahun meningkat sangat pesat, di 2018 menurut laporan KPAI terdapat 1.885 

kasus pada awal 2018 dan anak sebagai pelaku mencuri, narkoba hingga asusila 

menjadi kasus yang paling banyak. KPAI menyebutkan bahwa ada 504 kasus 

anak yang berhadapan dengan hukum dan dari data tahun 2011 sampai 2018 anak 

yang berhadapan dengan hukum menempati posisi paling tinggi. Anak yang 

masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) kebanyakan karena 

kasus mencuri sebanyak 23, 9%, kasus narkoba 19,8 %, dan kasus asusila 13, 

2%.
4
  Di 2020 menurut laporan KPAI terdapat 1.098 kasus anak yang berhadapan 

dengan hukum.  Anak  sebagai pelaku kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan 

kasus pencurian menjadi kasus yang paling banyak yaitu kasus kekerasan fisik 

sebanyak 58 kasus, kekerasan seksual 44 kasus, dan kasus pencurian 22 kasus.
5
 

                                                           
4
 Arief Ikhsanudin, Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana KPAI Soroti Pengawasan 

Ortu, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-

pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu, pada tanggal 4 Agustus 2021, pukul 20.19 WIB. 
5
 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020, diakses 

dari https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020, pada tanggal 

24 Agustus 2021, pukul 20.52 WIB. 

https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu
https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu
https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020
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Data tersebut menunjukkan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum 

di Indonesia cukup banyak. Maka diperlukan lembaga yang dapat mendampingi, 

membina serta mengawasi anak yang melakukan tindak pidana tersebut karena 

pembinaan dan pengawasan anak sangat berbeda dari pada orang dewasa yang 

melakukan tindak pidana tersebut, oleh karena itu, lembaga yang berwenang 

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan selayaknya mempergunakan 

penanganan yang berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

 Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang 

melaksanakan pembimbingan klien di BAPAS.
6
 Menurut Pasal 1 angka 13 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang 

melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan 

pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan 

pidana. Sedangkan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS adalah pranata untuk 

melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.
7
 BAPAS adalah pihak yang 

berhubungan selama proses peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum 

sejak awal anak ditangkap sampai dengan anak menyelesaikan masa hukumannya. 

Oleh karena itu, BAPAS berperan penting terhadap proses peradilan anak yang 

berhadapan dengan hukum.
8
 

                                                           
6
 Republik Indonesia, PP Nomor 31, tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 

Binaan Pemasyarakatan, Bab 1, pasal 1 angka 6, tahun 1999, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845. 
7
 Republik Indonesia, UU Nomor 12, tentang Pemasyarakatan, Bab I, pasal 1 angka 13, 

Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3614. 
8
 Meilanny Budriati dan Rudi S. Darwis, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam 

Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan, Social Work Jurnal, 

Vol. 7 No. 1, Juli 2017, hlm. 62, diakses dari 
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Menurut Sumarsono A Karim, pembimbing kemasyarakatan atau yang 

dahulu disebut dengan pekerja sosial kehakiman adalah pegawai yang bertugas 

untuk menyediakan data mengenai diri klien, keluarga dan masyarakat, latar 

belakang, dan mencari penyebab dari kenapa anak melakukan pelanggaran 

hukum.
9
 Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyebutkan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai 

Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain sebagai berikut: 

1. Berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau 

yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu 

Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan: 

a. Sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial 

berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau 

b. Sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan 

sosial paling singkat 3 (tiga) tahun. 

2. Sehat jasmani dan rohani; 

3. Pangkat/ golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/ b; 

4. Mempunyai minat, perhatian dan dedikasi di bidang pelayanan dan 

pembimbingan pemasyarakatan serta perlindungan anak; dan 

5. Telah mengikuti pelatihan teknis pembimbing kemasyarakatan dan 

memiliki sertifikat." 

Menurut pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang 

Sistem Pemasyarakatan. Pelaksanaan bimbingan kepada klien pemasyarakatan, 

klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari: 

1. Terpidana Bersyarat; 

2. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat 

Pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; 

3. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya 

diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; 

                                                                                                                                                               
https://www.researchgate.net/publication/319648234_PERAN_PEMBIMBING_KEMASYARAK

ATAN_DALAM_PENANGANAN_ANAK_BERKONFLIK_DENGAN_HUKUM_OLEH_BAL

AI_PEMASYARAKATAN, pada tanggal 4 Agustus 2021,  pukul 21.00 WIB. 
9
 Bagus Wicaksono, dkk, Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan dalam  Melakukan 

Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 1 No. 3, Juli 2020, hlm. 

133, diakses dari https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/53, pada 

tanggal 4 Agustus 2021, pukul 22.00 WIB. 

https://www.researchgate.net/publication/319648234_PERAN_PEMBIMBING_KEMASYARAKATAN_DALAM_PENANGANAN_ANAK_BERKONFLIK_DENGAN_HUKUM_OLEH_BALAI_PEMASYARAKATAN
https://www.researchgate.net/publication/319648234_PERAN_PEMBIMBING_KEMASYARAKATAN_DALAM_PENANGANAN_ANAK_BERKONFLIK_DENGAN_HUKUM_OLEH_BALAI_PEMASYARAKATAN
https://www.researchgate.net/publication/319648234_PERAN_PEMBIMBING_KEMASYARAKATAN_DALAM_PENANGANAN_ANAK_BERKONFLIK_DENGAN_HUKUM_OLEH_BALAI_PEMASYARAKATAN
https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/53
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4. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk 

bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; 

5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya 

dikembalikan kepada orang tua atau walinya. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 31 Tahun 

1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, 

klien yang dibimbing oleh BAPAS memiliki beberapa kesamaan dari Undang-

Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, akan tetapi kedua peraturan 

tersebut memiliki beberapa perbedaan, bahwa di dalam pasal 35 PP No. 31 Tahun 

1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 

memiliki tambahan terhadap klien yang dapat dibimbing oleh BAPAS antara lain, 

yaitu: 

a. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana 

pengawasan; dan 

b. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan 

kerja sebagai pengganti pidana denda. 

 

Pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas khusus dalam proses 

penegakan hukum. Pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bagian 

dari sistem peradilan pidana.  Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan 

perannya sebagai garda terdepan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat 

khususnya klien anak. Dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah  (PP) No. 31 Tahun 

1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, 

bimbingan, dan pengawasan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di 

BAPAS.  

Peran pembimbing kemasyarakatan yang kaitannya dengan kedudukannya 

pada Sistem Peradilan Pidana dalam institusi penegak hukum, yaitu terbagi 
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menjadi 3(tiga) tahap, yaitu  pra ajudikasi, ajudikasi, dan pasca ajudikasi.
10

 Pada 

sistem pemidanaan, setelah melewati tahap proses pemeriksaan di muka 

persidangan, apabila hakim menimbang bahwa terdakwa diyakinkan melakukan 

tindak pidana dan dinyatakan terbukti secara sah, maka tahap yang akan dilakukan 

selanjutnya yaitu menentukan hukuman yang akan dijatuhkan.
11

  

Menurut pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, sanksi yang dikenakan kepada anak yang melakukan 

tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu 

antara lain: 

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas: 

a. Pidana peringatan; 

b. Pidana dengan syarat: 

1. Pembinaan di luar lembaga; 

2. Pelayanan masyarakat; atau 

3. Pengawasan. 

c. Pelatihan kerja; 

d. Pembinaan dalam lembaga; dan 

e. Penjara. 

2. Pidana tambahan terdiri atas: 

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 

b. Pemenuhan kewajiban adat.  

 

Pidana bersyarat adalah sistem penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan 

oleh hakim yang dalam pelaksanaan penjatuhan tersebut digantungkan dalam 

syarat-syarat yang ditentukan. Dalam artian, pidana yang diputuskan oleh hakim 

tidak perlu dijalankan kepada terpidana selama terpidana tidak melanggar syarat-

                                                           
10

  Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Modul Pembimbing 

Kemasyarakatan,  Jakarta, 2012,  hlm. 38. 
11

 Eyreie Tirza Priska Doodoh, Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan 

Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex et Societatis, Vol. 2 No. 2, 

April-Juni 2013, hlm. 97, diakses dari  

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1753, pada tanggal 5 Agustus 

2021, pukul 18.00 WIB. 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1753
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syarat yang telah ditentukan, dan pidana akan dijalani jika terpidana melanggar 

syarat-syarat yang telah ditentukan. Pidana bersyarat bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri agar tidak melakukan 

perbuatan pidana lagi.
12

 Pidana bersyarat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana 

dengan beberapa syarat, yaitu pelaksanaanya diawasi oleh petugas yang memiliki 

kewenangan yang dimaksudkan untuk terpidana agar tidak terpengaruh subkultur 

penjara, dan pencegahan terhadap kejahatan.
13

 

Pidana bersyarat bukan jenis pidana pokok melainkan hanya cara 

pelaksanaan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat. Pidana bersyarat 

pada pasal 14a KUHP hanya dijatuhkan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu 

antara lain: 

1. Dalam putusan yang dijatuhkan pidana penjara yang masa hukumannya 

tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, pidana bersyarat dapat 

dijatuhi dalam kaitannya dengan pidana penjara, dengan ketentuan hakim 

tidak menjatuhi pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukan dari 

pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan melainkan 

pidana yang akan dijatuhkan. 

2. Pidana bersyarat dapat dijatuhi sehubungan dengan pidana kurungan, 

dengan syarat tidak termasuk pidana kurungan pengganti pidana. 

                                                           
12

 Sapto Handoyono D.P, Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di 

Indonesia, Pakuan Law Review, Vol. IV No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 26, diakses dari 

https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/782, pada tanggal 5 Agustus 2021, pukul 

20.00 WIB.  
13

 Syaiful Bakhri, Perkembangan Stalsel Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 

101. 

https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/782
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3. Berkaitan dengan pidana denda, pidana bersyarat dapat dijatuhi dengan 

pembatasan bahwa hakim sangat yakin bahwa pembayaran denda tersebut 

paling memberatkan oleh terdakwa.
14

 

Menurut pasal 73 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan 

oleh hakim dalam hal pidana penjara dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Di 

dalam pasal 73 ayat 2 dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat 

ditentukan syarat umum dan syarat khusus. 

1. Syarat Umum 

Syarat umum adalah anak yang berhadapan dengan hukum tidak 

akan melakukan perbuatan pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. 

Anak yang berhadapan dengan hukum apabila melakukan perbuatan 

pidana lagi, maka anak yang berhadapan dengan hukum wajib menjalani 

hukuman pidana penjaranya setelah atas perintah hakim. 

2. Syarat Khusus 

Syarat khusus untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu 

yang telah ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan 

kebebasan anak. Seperti terpidana tidak boleh mengendarai motor, atau 

kewajiban untuk mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh BAPAS. 

Masa pidana bersyarat terhadap syarat khusus lebih pendek dibandingkan 

                                                           
  

14
 Nashriana, Hukum Penitensier Indonesia, NoerFikri, Palembang, 2021,  hlm. 104-105. 
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masa pidana bersyarat terhadap syarat umum, pada syarat umum masa 

pidananya paling lama 3 (tiga) tahun.
15

 

Adapun beberapa putusan anak yang dijatuhi pidana bersyarat di wilayah 

hukum Pengadilan Negeri Palembang diantaranya, yaitu Putusan Nomor: 990/Pid. 

Sus. Anak/2014/PN. Plg dan Putusan Nomor: 21/Pid. Sus. Anak/2020/PN. Plg.  

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai peran 

pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di 

BAPAS Klas I Palembang serta faktor yang mempengaruhi peran pembimbing 

kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I 

Palembang. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan 

menuangkan dalam skripsi ini dengan judul “Peran Pembimbing 

Kemasyarakatan terhadap Anak yang Dijatuhi Pidana Bersyarat di BAPAS 

Klas I  Palembang.”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, penulis 

merumuskan beberapa permasalahan yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi 

pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan terhadap 

anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang? 

 

 

                                                           
15

  Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Op.Cit, hlm. 172. 
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C. Tujuan Penelitian  

  Beranjak dari rumusan permasalahan di atas tujuan penulisan yang hendak 

dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran pembimbing kemasyarakatan 

terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi peran  

pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di 

BAPAS Klas I Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan tujuan penelitian yang teruraikan di atas dimaksudkan dapat 

memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis maupun pembaca: 

1. Manfaat Teoristis 

a. Hasil dari penelitian yang telah penulis peroleh diharapkan dapat 

memberikan informasi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

bagi  penulis maupun masyarakat tentang bagaimana peran pembimbing 

kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS 

Klas I Palembang dan faktor yang mempengaruhi peran pembimbing 

kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS 

Klas I Palembang. 

b. Untuk mengimplementasikan kemampuan penulis yang telah didapat di 

bangku perkuliahan untuk melakukan penelitian hukum serta memecahkan 

permasalahan hukum yang ada. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan 

permasalahan peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang 

dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini akan dibatasi pada peran 

pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di 

BAPAS Klas I Palembang serta faktor yang mempengaruhi peran pembimbing 

kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I 

Palembang. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah dasar atau landasan pemikiran yang relevan untuk 

menyusun sebuah penelitian ilmiah yang dapat membantu penulis untuk mengkaji 

permasalahan yang akan diamati. Maka dari itu penulis dalam mengkaji 

permasalahan dalam skripsi ini menggunakan teori: 

1. Teori Peran 

  Peran adalah aspek dinamis dari status atau kedudukan. Jika individu 

melakukan hak dan kewajiban berdasarkan kedudukannya, maka seseorang 

tersebut melakukan suatu peran.
16

 Kedudukan dan peran tidak dapat dipisahkan 

                                                           
16

 Soerjono Soekanto, Sosiologi Sebagai Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2012, hlm. 212. 
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karena saling bergantungan. Setiap orang memiliki berbagai peranan yang berasal 

dari pola-pola pergaulan hidupnya.
17

 

  Menurut Soerjono Soekanto, peran mencakup 3 (tiga) hal yaitu sebagai 

berikut: 

a. Peran yang mencakup norma-norma yang dikaitkan pada kedudukan 

seseorang dalam masyarakat.  

b. Peran merupakan suatu gambaran tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

seseorang di dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peran merupakan perilaku seseorang yang penting bagi susunan sosial 

masyarakat.
18

 

  Menurut Merton, peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan oleh 

masyarakat dari seseorang yang menduduki kedudukan tertentu. Sejumlah peran 

diartikan sebagai perangkat peran yaitu kelengkapan dari hubungan-hubungan 

berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang karena menduduki status-status 

sosial khusus.
19

  

2. Teori Restorative Justice 

  Keadilan restoratif (restorative justice) adalah salah satu alternatif 

penyelesaian perkara pidana yang melibatkan beberapa pihak diantaranya pelaku, 

korban, dan masyarakat guna mencari penyelesaian yang adil bagi beberapa pihak 

yang terkait sehingga diharapkan adanya keadaaan semula sebelum terjadinya 

                                                           
17

 Ibid, hlm. 213. 
18

 Ibid. 
19

 Ibid, hlm. 58. 
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kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan yang lebih lanjut.
20

 Restorative 

justice lebih mengutamakan keadilan dan kesimbangan terhadap korban dan 

pelaku. 

   Restorative justice memperbaiki atas kerugian yang ditimbulkan dari 

tindak pidana yang dilakukan merupakan hal yang penting. Menurut Mariam 

Liebmann dalam bukunya yang berjudul Restorative Justice How It Works yaitu: 

“Restorative justice works to resolve conflict and repair harm. It 

encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of 

what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It 

offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or 

loss acknowledged and amends made.” 
21

 

 

  Restorative Justice bekerja untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki 

kerusakan. Ini mendorong pihak yang telah menyebabkan kerugian untuk 

mengakui akibat dari apa yang telah pihak tersebut perbuat dan memberi pihak 

tersebut kesempatan untuk melakukan reparasi. Itu menawarkan kepada pihak 

yang telah menderita kerugian memiliki kesempatan untuk mengakui kerugian 

atau kerugian pihak tersebut dan membuat perubahan. 

  Tujuan dari restorative justice adalah untuk mewujudkan peradilan yang 

adil. Serta diharapkan beberapa pihak yang berkaitan baik pelaku, korban, 

maupun masyarakat berperan penting di dalamnya. Dalam hal ini korban 

diharapkan mendapatkan kompensasi yang sesuai dan disepakati oleh korban 

                                                           
20

 Eka Fitri Adriyanti, Urgensitas Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana 

Indonesia,  Jurnal Education and development,  Vol. 8 No. 4, November 2020, hlm. 326, diakses 

dari 

http://repository.ubaya.ac.id/38597/1/Eka%20Fitri%20Andriyanti_URGENSITAS%20IMPLEME

NTASI%20.pdf, pada tanggal 25 Agustus 2020, pukul 21.43 WIB. 
21

 Marian Liebmann, Restorative Justice How It Works, Jessica Kingsley Publishers, 

London, 2007, hlm. 65. 

http://repository.ubaya.ac.id/38597/1/Eka%20Fitri%20Andriyanti_URGENSITAS%20IMPLEMENTASI%20.pdf
http://repository.ubaya.ac.id/38597/1/Eka%20Fitri%20Andriyanti_URGENSITAS%20IMPLEMENTASI%20.pdf
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bersama pelaku untuk mengganti kerugiannya dan mengurangi penderitaan yang 

dialami.
22

  

3. Teori Pemidanaan Relatif 

  Menurut teori pemidanaan relatif, tujuan pidana adalah bukan untuk 

pembalasan tetapi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Teori 

pemidanaan relatif terbagi menjadi 2 (dua) antara lain, yaitu: 

a. Pencegahan Secara Umum (Preventie General) 

 Pencegahan secara umum ini adalah bersifat murni, yaitu 

pelaksanaan pidana harus ditujukan untuk menakuti masyarakat. Hal ini 

bertujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. 

b. Pencegahan Secara Khusus (Preventie Special) 

 Pencegahan secara khusus yang dianut oleh Van Hamel dan Van 

List menyatakan bahwa tujuan pemidanaan untuk mencegah niat buruk 

pelaku yang bertujuan melakukan pengulangan perbuatannya.
23

 

Pemidanaan relatif mempunyai tujuan-tujuan yang memiliki manfaat bagi 

individu bersangkutan, sehingga teori ini sering disebut sebagai utilitarians yang 

merupakan penganut ideologi teleologis yang melihat pidana sebagai sarana untuk 

mencapai kemanfaatan bagi pelaku pidana agar menjadi lebih baik lagi.
24

 Menurut 

Koeswadji tujuan pokok dari pemidanaan adalah: 

 

                                                           
22

 Yusi Amdani, Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana 

Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh, Al-„Adalah, Vol.  XIII No. 1, Juni 

2016, hlm. 65, diakses dari 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/1130/931, pada tanggal 24 

Agustus 2021, pukul 22.57 WIB. 
23

  Nashriana, Hukum Penitensier Indonesia, Op.Cit, hlm. 14-15. 
24

 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 50. 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/1130/931
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a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat; 

b. Untuk memperbaiki kerugian yang telah menimbulkan akibat penderitaan 

kepada masyarakat; 

c. Untuk memperbaiki pelaku; 

d. Untuk membinasakan pelaku; 

e. Untuk mencegah kejahatan.
25

 

4. Teori Pengawasan 

  Menurut kamus besar Indonesia kata pengawasan berasal dari kata „awas‟ 

yang memiliki arti mengamati, melihat baik-baik, dan tajam penglihatan.
26

 

Menurut Prajudi, pengawasan adalah proses kegiatan yang melakukan 

perbandingan apa yang dijalankan atau dilaksanakan, dengan yang dikehendaki, 

direncanakan, dan diperintahkan.
27

 Mc. Feland mendefinisikan bahwa 

pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil 

dari pelaksanaan pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut dilakukan oleh 

bawahannya yang sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang sudah 

ditetapkan.
28

 

  Menurut Sujamto, pengawasan adalah semua usaha atau kegiatan guna 

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya terhadap pelaksanaan tugas 

                                                           
25

 Hermien Hadiati Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka 

Pembangunan Hukum Pidana, Citra Aditiya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12. 
26

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Awas, diakses dari https://kbbi.web.id/awas, 

pada tanggal 12 Oktober 2021, pukul 23.47 WIB. 
27

 S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, 

hlm. 84. 
28

 Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.61. 

https://kbbi.web.id/awas
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atau kegiatan, apakah sesuai dengan kenyataannya atau tidak.
29

 Pengawasan 

adalah kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang diberikan 

kepada petugas pelaksana terlaksana dengan rencana yang telah ditentukan.
30

 Cara 

pengawasan dapat ditinjau dari beberapa segi atau aspek, yaitu antara lain:
31

 

a. Ditinjau dari segi kedudukan badan/ organ yang melaksanakan 

pengawasan: 

1. Pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan 

secara struktural yang masih dalam lingkup pemerintahan sendiri; 

2. Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu 

lembaga secara struktural berada di luar pemerintahan. 

b. Ditinjau dari segi waktu/ dilaksanakannya 

1. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan dilakukan sebelum 

dikeluarkan suatu keputusan dari pemerintah; 

2. Pengawasan represif, yaitu pengawasan dilakukan setelah dikeluarkan 

suatu keputusan dari  pemerintah yang bersifat korektif dan 

memulihkan suatu tindakan keliru. 

  Pengawasan secara hukum yaitu pengawasan dari segi wetmatigheid. 

Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya 

                                                           
29

 Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1986, hlm. 19. 
30

 Nurmayani, Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar), Universitas Lampung, Bandar 

Lampung, 2000, hlm. 81. 
31

 Achmad Sodik Sudrajat, Konsep dan Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan 

Daerah Dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah, Jurnal Administrasi, Vol. VII No. 3, 

September 2010, hlm. 157-158, diakses dari http://ppid.lan.go.id/wp-

content/uploads/2014/10/Jurnal-Ilmu-Administrasi-Volume-7_No.3_2010.pdf, pada tanggal 20 

Oktober 2021, pukul 11.27 WIB. 

http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Jurnal-Ilmu-Administrasi-Volume-7_No.3_2010.pdf
http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Jurnal-Ilmu-Administrasi-Volume-7_No.3_2010.pdf
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perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan akibat hukum. 

Pengawasan tersebut biasanya dilakukan oleh hukum peradilan.
32

 

G. Metode Penelitian 

  Metode berasal dari kata bahasa yunani yaitu methods yang bermakna 

cara, sedangkan penelitian terjemahan dari bahasa inggris yaitu research yang 

bermakna mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode yang akan 

digunakan dengan memperhatikan kehati-hatian, sistematis dan sempurna. Jadi 

metode penelitian hukum adalah suatu cara untuk mendapatkan kembali 

penyelesaian terhadap permasalahan.
33

 Metode penelitian yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Jenis Penelitian  

  Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis empiris atau 

dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian 

lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di 

dalam masyarakat.
34

 Penelitian yuridis empiris ini melihat bagaimana norma-

norma hukum yang berlaku itu diterapkan senyatanya di kehidupan masyarakat. 

  Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian hukum empiris atau 

sosiologis, data yang harus diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang 

dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang terdapat dalam 

masyarakat.
35

 Penelitian yuridis empiris biasanya digunakan untuk mengetahui 

                                                           
32

 Ibid. 
33

 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 

2004, hlm. 1-2. 
34

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, 

Jakarta, 2012, hlm. 126. 
35

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52. 
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keadaan di  masyarakat dan kaitannya dengan tugas-tugas tertentu yang berkaitan 

langsung dengan masyarakat.
36

 

2. Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum 

  Dengan menggunakan penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini, 

maka sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 

2 (dua) jenis, yaitu antara lain: 

a. Data Primer  

 Data primer merupakan data yang yang didapatkan langsung dari 

penelitian yang dilakukan baik dengan cara wawancara, observasi, dan alat 

lainnya.
37

 Pada penelitian ini, data yang didapatkan merupakan dari Balai 

Pemasyarakatan Klas I Palembang, baik dengan wawancara yang 

dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan topik penelitian maupun 

responden yang dapat menyampaikan informasi mengenai data-data yang 

akan dibutuhkan penulis terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti 

penulis. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, 

yang mana biasanya data sekunder digunakan untuk melengkapi data 

primer.
38

 Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang digunakan oleh 

penulis, yaitu digolongkan menjadi: 
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 P. Joko Subagyo, Op.Cit, hlm. 91. 
37

 Ibid, hlm. 87. 
38

 Ibid, hlm. 88. 
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1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang 

digunakan dalam penelitian.
39

 Adapun bahan-bahan hukum primer 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 

Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 

Tentang Pemasyarakatan; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum primer 

yang dapat membantu penulis menganalisa dan memahami bahan 

hukum primer.
40

 Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai sumber 

bacaan seperti buku, hasil karya ilmiah hukum, hasil-hasil penelitian 

hukum, doktrin, peristiwa-peristiwa hukum dan literature yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

                                                           
39

 Aminuddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 30. 
40

 P. Joko Subagyo, Op.Cit, hlm. 89. 
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3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Seperti Kamus-kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, 

Surat Kabar, Eksiklopedia, Internet, dan lain sebagainya. 

3. Pendekatan Penelitian 

Berkaitan dalam penelitian ini, penulis mempergunakan beberapa 

pendekatan, yaitu: 

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 

 Pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu pendekatan yang 

mengkaji seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan pada 

masalah hukum yang sedang diteliti.
41

 Penelitian ini berhubungan dengan 

peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana 

bersyarat. 

b. Pendekatan Sosiologis (Socio Legal Approach) 

Pendekatan sosiologis (socio legal approach) adalah pendekatan yang  

menggabungkan antara analisa normatif dengan pendekatan non hukum. 

Dalam kata lain mengkaji permasalahan hukum dengan faktor-faktor 

sosial yang tetap dalam batasan penulisan hukum. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang menelaah 

terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang akan dibahas 
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atau dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki 

kekuatan hukum yang tetap.
42

 

4. Lokasi Pengumpulan Data 

 Lokasi pengumpulan data yang akan penulis lakukan dalam penelitian 

yang akan diteliti yaitu di Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang, yang 

beralamat: JL. Kapten A. Rivai No. 90, 26 ilir D. I, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota 

Palembang, Sumatera Selatan 30127. 

5. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi  

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembimbing 

kemasyarakatan terhadap anak yang yang dijatuhi pidana bersyarat di 

BAPAS Klas I Palembang. 

b. Sampel  

 Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengambilan sampel 

pada penelitian ini adalah metode purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel non random sampling yang mana penulis menentukan pada ciri-

ciri khusus yang sesuai dengan tujuan tertentu. Sampel yang akan 

dijadikan pada penelitian ini antara lain yaitu: 

1. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak; 

2. Kepala Sub Seksi Registrasi Klien Anak; 

3. Pembimbing Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang 

sebanyak 3 orang. 
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6. Metode Pengumpulan Data 

   Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data pada 

penelitian ini, yaitu menggunakan penelitian studi lapangan dan kepustakaan. 

a. Studi Lapangan 

  Studi lapangan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara 

pengamatan langsung ke lapangan sesuai dengan objek yang penulis teliti. 

Data tersebut diperoleh melalui wawancara yaitu penulis menyiapkan 

daftar pertanyaan kepada narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi yang lebih akurat mengenai permasalahan yang sedang diteliti. 

b. Studi Kepustakaan (Libarary Research) 

 Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data berdasarkan 

bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti. Bahan-bahan hukum tersebut dapat berupa buku-buku, karya tulis 

ilmiah, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, dokumen-dokumen hukum, 

serta literature yang dapat mendukung penelitian dengan permasalahan 

yang sedang diteliti. 

7. Teknik Pengolahan Data 

  Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu 

dari data yang sudah dikumpulkan dari hasil studi lapangan serta studi 

kepustakaan (libarary research) disusun secara rapi dan sistematis serta logis 

dengan melihat kualitas dan kebenaran data. Hal tersebut bertujuan agar 

mendapatkan informasi atau data yang jelas mengenai permasalahan yang sedang 

diteliti. 
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8. Analisis Data 

  Metode analisis data yang digunakan penulis pada hasil penelitian yang 

didapatkan penulis nantinya dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu teknik 

penganalisisan dari data yang telah didapatkan pada studi lapangan yang 

dilakukan, lalu data tersebut dikelompokkan dan dipilih dengan memperhatikan 

kualitas serta kebenarannya, lalu data tersebut disusun secara teratur dan ditelaah 

dengan cara metode deduktif yang dikaitkan pada teori-teori dari studi 

kepustakaan (libarary research), lalu ditarik kesimpulan untuk menjawab 

permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
43

  

9. Penarikan Kesimpulan 

Metode penarikan kesimpulan yang akan digunakan penulis yaitu logika 

deduktif yang merupakan penarikan kesimpulan dari penalaran yang bersifat 

umum lalu diuraikan ke penalaran yang bersifat khusus. 
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